


4. Unclang-unclang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah clan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
44; Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3688); 

5. Unclang-unclang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 : Tarnbahan Lembaran 
Negara Nomor 3848); 

7. Undmlg-unda.<Jg Nomor J4 Tahu'l 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah clan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Biaya Perolehan 
Hak Atas Tanah clan Bangunan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian 
Hasil Penerimaan Pajak Bumi clan Bangunan antara Pemerintah 
Pusat clan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian 
Hasil Penerimaan Pajak Bumi clan Bangunan antara Pemerintah 
Pusat clan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian 
Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri 
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahlm 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 200 l Nomor 118, Tan1bahan Lembaraa 
Negara Nomor 4138); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan 
Lembaran Negara Nomor 139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tal1un 2000 tentang Pembagian 
Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalan1 Negeri 
dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintal1 Pusat dan 
Pemerintah Daerah; 

16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 
2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2002; 

18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daeral1 Nomor 5 Tahun 2000 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Kalimantan Tengah. 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI 
KALIMANTAN TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH T AHUN ANGGARAN 2002. 

Pasal 1 

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tal1un Anggaran 2002 semula berjumlah 
Rp. 313.200.000.000,00 bertarnbah sejumlah Rp. 38.600.000.000,00 sehingga menjadi 
Rp. 351.800.000.000,00 

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah 
Rp. 313.200.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 38.600.000.000,00 sehingga menjadi 
Rp. 351.800.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a Belanja Rutin sebelum perubahan 
Bertamb2h 

Belanja Rutin setelah perubahan 
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Rp. 205.500.000.000,00 
Rp. 19.200.000.000,00 

Rp. ll4.'700.000.000,00 



b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan 
Bertambah 

Belanja Pembangunan setelah perubahan 

Pasal 2 

Rp. 107.700.000.000,00 
Rp. 19.400.000.000,00 

Rp. 127.100.000.000,00 

( l) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah dimaksud pada 
Pasal l di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini; 

(2) Rincian penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal l ayat (l) di atas, 
sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini; 

(3) Rincian penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal l ayat (2) di atas, 
sebagairnana Lampiran III Peraturan Daerah ini~ 

(4) Rincian penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal l ayat (2) 
di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

(1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas clan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 
semula berjumlah Rp. 14.616.930.000,00 bertambah sejumlah Rp. 2.676.272.725,00 
se~ menjadi Rp. 17.293.202. 725,00 

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalarn 
Lampiran V Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

(I) Anggaran Belanja Bagi.an Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 semua 
berjumlah Rp. 14.616.930.000,00 bertambah sejumlah Rp. 2.676.272.725,00 sehingga 
menjadi Rp. 17.293.202. 725,00 

(2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (l) pasal ini masing•masing dimuat 
dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 
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f'asal 5 

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal I, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 mernpakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeral1 ini. 

Pasal 6 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
oaerall ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 20 September 2002 

SEKRET ARIS DAERAH PROPINSI 
KALJMANT AN _3ENGAH, 

~~ 
Drs.~J.NIHIN 
~bi~; Utarna 

NIP. 0 IO 049 641 

Disahkan di Palangka Raya 
pada tanggal 18 September 2002 

--::::~~~~AN~(NGAH, 

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 
T AHUN 2002 NOMOR 90 SERT A. 
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